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ABSTRACT 

 One of the main challenges in achieving the Complete Systematic Land 

Registration (PTSL) program's targets is mapping Cluster 4 land parcels, namely 

those already registered and certified. Obstacles arise from incomplete mapping or 

inconsistencies in field conditions, as well as unrecorded changes in physical data. 

Therefore, remapping and adjustment of Cluster 4 physical data are necessary to 

accelerate measurement and support the effective and efficient success of the PTSL 

program. 

 This research employed qualitative methods, studying objects in their 

natural context without manipulation, with the researcher as the primary instrument. 

Data were collected through triangulation of methods, namely observation, 

interviews, and documentation, to enhance validity. Data analysis was descriptive, 

systematically describing the phenomenon. Data sources included primary data 

from the field and supporting secondary data. Data processing included 

transcription, reduction, categorization, presentation, and discussion for 

comprehensive interpretation. 

 This study found indications of irregularities in the land mapping process at 

the Lebak Regency Land Office. Officers preferred to place unmapped cluster 4 

plots into internal blocking rather than category K4.2, citing the perceived lengthy 

and complex process. This discrepancy between practice and regulations creates 

problems in the implementation of land mapping and management, hindering the 

effectiveness and accuracy of data collection. Therefore, evaluation and adjustment 

of regulations and mapping mechanisms are needed to ensure the land program runs 

according to regulations. 

 

Keywords: Complete Systematic Land Registration (PTSL), Mapping of Cluster 4 

Land Plots, Regulatory Deviations. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam 8 tahun terakhir pemerintah, khususnya Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, telah melaksanakan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam perkembangannya, 

pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan pada seluruh desa pada 

wilayah kabupaten dan seluruh kelurahan di wilayah perkotaan yang 

meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/ 

XII/2023 (selanjutnya disebut Juknis PTSL 2024), kebijakan ini menjadi 

Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah 

baru sekaligus meningkatkan kualitas data bidang tanah terdaftar yang 

sudah ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar terpetakan lengkap. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas 

pendaftaran tanah, Pemerintah membuat Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Peraturan ini memperjelas bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) tidak menyulitkan Masyarakat salah satunya 

terdapat dalam pasal 12 ayat 1 dan 2. Tujuan dari program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk memberikan bukti 

kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah.  

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 

terdapat juga beberapa pengelompokan jenis pengeluaran/hasil kegiatan 

PTSL yaitu Kluster (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), Kluster (K4). 

Penyelesaian bidang tanah tanah K4 tentunya dengan memetakan bidang 

tanah tersebut dengan menggunakan data kualitas data (KW). Kualitas data 

terbagi beberapa jenis yaitu kualitas satu (KW1), kualitas kedua (KW2), 

kualitas tiga (KW3), kualitas empat (KW4), kualitas lima (KW5), kualitas 
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enam (KW6). Untuk K4 berasal dari kualitas data (KW4,KW5,KW6)  

yang kemudian dilakukan peningkatan kulitas data menjadi KW 1 atau 

KW 2 (Sri Widodo, 2022) 

Dalam postingan facebook Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi Banten 30 Desember 2024 Target Sertipikat Hak atas 

Tanah (SHAT) program PTSL Provinsi Banten pada awal Tahun 2024 

sebanyak 146.428 SHAT tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota. Berikut 

kabupaten/kota dengan target PTSL yakni Kabupaten Lebak 65.428 

bidang, Kabupaten Serang 46.500 bidang, Kabupaten Pandeglang 22.500 

bidang, Kabupaten Tangerang sebanyak 9.500 bidang, dan Kota Serang 

2.500 bidang. 

Kabupaten Lebak, sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota di 

Provinsi Banten, tercatat memiliki jumlah target Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) yang paling tinggi sejumlah 65.428 bidang 

tanah dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi lainnya. Tingginya 

target yang ditetapkan untuk Kabupaten Lebak menandakan adanya 

komitmen besar dalam upaya percepatan sertifikasi tanah, namun di sisi 

lain juga membawa konsekuensi berupa tantangan yang lebih kompleks 

dalam pelaksanaannya. 

Secara khusus, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam upaya 

pencapaian target tersebut terletak pada proses pemetaan bidang tanah, 

terutama yang termasuk dalam kategori Kluster 4. Fokus bidang tanah 

jenis Kluster 4, yang mencakup bidang tanah di mana objek dan subjeknya 

telah terdaftar serta memiliki sertifikat hak atas tanah. Bidang tanah ini 

termasuk yang belum dipetakan atau yang telah dipetakan tetapi tidak 

mencerminkan kondisi aktual di lapangan, atau terdapat perubahan pada 

data fisik. Oleh karena itu, pemetaan terhadap bidang tanah dalam Kluster 

4 sangat diperlukan untuk dimasukkan ke dalam Peta Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) (Marsya, 2022).  

Kluster 4 dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) tahun 2024 menjadi kendala yang signifikan, terutama di 
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Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di daerah ini, banyak desa seperti 

Desa Sukaraja di Kecamatan Malingping memiliki bidang tanah K4 yang 

belum terpetakan dalam peta pendaftaran GeoKKP.  Hal ini merupakan 

salah satu tantangan utama yang memperlambat proses pengukuran bidang 

tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2024. 

Karena bisa menyebabkan permasalahan di masa depan seperti tumpang 

tindih dan sertifikat ganda. 

Meskipun sudah ada upaya dalam penyelesaian bidang tanah kluster 

(K4) seperti melibatkan pihak ketiga dan melibatkan pemerintah daerah 

dalam hal pendanaan, namun hal ini tidak begitu efektif jika dilaksanakan 

di Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi 

Banten, karena desa ini sebelumnya merupakan desa induk yang telah 

dimekarkan hal inilah salah satu kendala dalam proses penyelesaian 

Bidang tanah Kluster (K4). Mengingat pendekatan yang di lakukan di satu 

daerah belum tentu bisa dilakukan di daerah lain karena perbedan sosial, 

ekonomi, dan karakteristik dari wilayah tersebut. 

Dengan banyaknya bidang tanah Kluster 4 yang berjumlah 368 

bidang yang belum terpetakan dalam Geokkp di Desa Sukaraja, 

Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tentunya hal 

ini dapat memperlambat proses dalam mencapai target yang telah 

ditentukan. Dalam upaya untuk mencapai target tersebut tentunya bidang 

tanah Kluster 4 dalam proses pemetaannya memerlukan penanganan yang 

baik dan tepat. Melalui kajian ini peneliti mengambil judul penelitian 

“Penyelesaian Bidang Tanah Kluster 4 Untuk Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Sukaraja” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana proses penyelesaian pemetaan bidang tanah Kluster (K4) 

Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi 

Banten? 

2. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan masalah terhadap bidang 

tanah Kluster (K4) yang tidak bisa dipetakan di peta pendaftaran ? 

C. Tujuan dan manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian pemetaan bidang tanah 

Kluster (K4) di Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten 

Lebak, Provinsi Banten. 

2. Mengetahui solusi yang dilakukan terhadap bidang tanah yang tidak 

bisa terpetakan dalam peta pendaftaran 

Manfaat penelitian ini dilakukan: 

1. Secara Akademik hasil penelitian ini bisa dijadikan pengembangan 

ilmu pengetahuan agraria dan pertanahan terkait dengan proses 

penyelesaian bidang tanah kluster 4  

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional serta instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tambahan bagi para pejabat dalam 

pengambilan keputusan dan sebagai referensi terkait penentuan 

strategi dan metode dalam penyelesaian K4, guna mempercepat 

proses pengukuran tanah sistematis lengkap (PTSL).
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BAB VII 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah sebagai berikut;  

1. Pada proses pemetaan bidang tanah Kluster 4 di Desa Sukaraja 

mengalami ketidaksesuaian yang signifikan antara proses 

pemetaan bidang tanah Kluster 4 yang dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Lebak dengan ketentuan regulasi yang 

sudah diatur dalam Juknis PTSL Tahun 2022. Ketidaksesuaian 

ini mencakup empat tahapan utama dalam proses pemetaan, 

yaitu Inventarisasi dan Identifikasi Kualitas Data, Pengecekan 

Studio, Kegiatan Lapangan, dan Finalisasi Hasil Lapangan.  

2. Penanganan bidang tanah Kluster 4 yang tidak dapat dipetakan 

di Desa Sukaraja mengikuti aturan Juknis PTSL Tahun 2024 

dengan memasukkan ke dalam K4.2 meskipun terkait 

penanganannya lebih panjang dan kompleks. pemblokiran 

internal dinilai lebih fleksibel namun berisiko hukum, sedangkan 

K4.2 dianggap lebih aman secara aturan namun tindak lanjutnya 

lebih panjang dan kompleks. Penyelesaian K4 saat ini sangat 

bergantung pada inisiatif pemilik bidang tanah. 
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B. Saran   

Saran untuk Penanganan Bidang Tanah Kluster 4 (K4) di Desa 

Sukaraja Berdasarkan proses pemetaan, hambatan, dan solusi yang telah 

diidentifikasi dalam penanganan bidang tanah Kluster 4 (K4) di Desa 

Sukaraja, berikut adalah beberapa saran akademis dan praktis untuk 

meningkatkan efektivitas program PTSL dan memastikan terwujudnya 

data pertanahan yang akurat dan valid: 

1. Akademis  

 Kementerian ATR/BPN perlu menetapkan aturan tegas untuk 

 menangani bidang K4, termasuk diadakannya kemungkinan 

penghapusan bidang yang tidak dapat dipetakan dengan syarat 

pemberitahuan dan melibatkan pihak terkait seperti perbankan. 

Selain itu, perlu peningkatan sumber daya manusia di bidang 

pemetaan untuk mendukung target program strategis nasional. 

2.     Praktis   

 BPN perlu melakukan audit dan verifikasi ulang arsip pertanahan 

 lama, digitalisasi dokumen hilang, serta mengembangkan sistem 

 SIG terintegrasi untuk mempermudah pemetaan K4. Verifikasi 

 lapangan harus melibatkan semua pihak terkait dengan protokol 

 jelas untuk menyelesaikan perbedaan data. Terapkan mekanisme 

 permohonan baru dengan surat pernyataan berbasis payung hukum 

 dan kembangkan SOP konkret untuk penanganan K4.2. Dibutuhkan 

 tim khusus di Kabupaten Lebak untuk menyelesaikan bidang tanah 

 K4 yang saat ini dikerjakan petugas ukur. 

 Dengan implementasi langkah-langkah ini, proses pemetaan dan 

penyelesaian K4 di Desa Sukaraja diharapkan lebih efisien, akurat, dan 

berkelanjutan, mendukung tercapainya program PTSL dan "Desa 

Lengkap" secara optimal. 
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